
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 67 TAHUN 2020 

TENTANG 

[ SALINAN) 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 

KABUPATEN LAMONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 ten tang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pem ben tukan Daerah-Daerah Ka bu paten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
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Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

6 . Peraturan Menteri Da iam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 



Menetapkan 
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(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

2018 ten tang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

8. Peraturan Menteri Da la m Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Prociuk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 

20); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 
KASUPATEN LAMONGAN. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Lamongan. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Lamongan. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur 

pelaksana teknis pada Dinas Kabupaten Lamongan. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang 

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan 

profesinya dalam rangka mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi dinas daerah. 

10 . Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang 

selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 

mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, 

misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih 

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab yang disusun secara berkala. 
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 
1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh 

Bupati kepada Pemerintah. 
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang 

berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan 



daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir 

masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada 

DPRD . 

13 . U rusan Pemerin tahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementeria n 

negara dan penye lenggara Pemerin tahan Dae rah 

untuk m elindungi , m e layan i, m e mbe rdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakal. 

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan ulch 

semua Daerah. 

15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagic=in Kesc1tu 

Ked uduka n 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusa n 

pemerintahan daerah di Bidang Koperasi dan Usaha 

Mikro. 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Ked ua 

Susunan Orga nisc::l.si 

Pasal 3 

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: 

a . Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Kelembagaan Perkoperasian, membawahi: 

1. Seksi Pelayanan Izin Usaha Koperasi; 

2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian ; 
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3. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. 

d . Bidang Pengawasan, membawahi: 
1. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha 

Koperasi; 

2. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi; 

3. Seksi Penerapan Sanksi. 

e . Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi: 

1. Seksi Pendataan Usaha Mikro; 

2. Seksi Fasilitasi Izin Usaha Mikro; 

3. Seksi Kemitraan Usaha Mikro. 

f. Bidang Pengembangan Usaha Mikro, membawahi: 

1. Seksi Pengembangan Produksi; 

2. Seksi Pemasaran; 

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 4 

Bagan Susunan Organisasi Dinas se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercan tum dalam lam piran dan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 5 

Kepala Dinas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan 

teknis dan strategis, melaksanakan urusan 

pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro. 

Pasal6 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, Kepala Dinas memiliki fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, 

usaha mikro; 
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b . pe nye lenggura a n kebij a ka n te knis bicfong 

koperasi, usaha mikro; 
c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang 

koperasi, usaha mikro; 

d. pembinaan administrasi dinas; 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 7 

( 1) Sekre ta ria t se ba ga ima n a dimaksud dala m Pa sa l J 

huruf b mempunyai tugas merencanakan, 

melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalika n , 

mengevaluasi dan memberikan dukungan 

pelayanan teknis di bidang administrasi umum, 
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program , 

keuangan, keprotokolan serta pelapora n kin e rj a 

dan anggaran pada unit organisasi di lingkunga n 

Dinas . 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dina s . 

Pa sa l 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi: 

a. penyelenggaraan pengkajian progra m ke rj a 

sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan di bidang penyusunan program , 

keuangan, umum dan kepegawaian; 
b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan 

teknis di bidang penyusunan program , keu a n gan , 

umum dan kepegawaian; 

c. penyelenggaraan pen gendalian a dmini s tras i 

keuangan, adminisLra si kepega waia n , 

ketatausahaan, kelemba gaan dan ketatala ksa naan; 

d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebij a ka n 

anggaran; 
e. penyelenggaraan pengelolaan urusan ruma h tangga 

dan perlengkapan; 



f. penyelenggaraan pengelolaan 

peraturan perundang-undangan , 

protokol dan hubungan masyarakat; 
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dokumen tasi 

perpusta kaan , 

g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipa n ; 

h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan 

jabatan fungsional; 

1. penyelenggaraan pengkajia n ba han perumusan 

rencana strategis, LAKIP, LPPD , LKPJ Dinas; 

J. pen yeliaan pe nyusuna n telaahan staf sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan ke bij a ka n ; 

k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja 

terkait; 

1. penyelenggaraa n pengkajia n bahan fasilitasi di 

bidang penyusunan perencanaan, keuangan , umum 

dan kepegawa ian. 

Pasal9 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Eva luasi 

sebagaimana dimaksud d a lam Pasal 3 huruf b, 

a ngka 1 m empunyai tugas: 

a. m ela ksa n a ka n penyusunan program kerj a Sub 

Bagian Perenca n aan d a n Evaluasi; 

b. melaksana kan koordinasi d a la m penyu sunan 

program kerja di lingkup Dinas; 

c . m e laksa n a kan penyusunan bahan perumu san 

LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas ; 

d . m elaksa n a ka n penyusunan bahan kerj asama 

dan penelitian; 

e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan 

bahan Rencana Pembangunan J angka 

Menenga h Daera h , Rencana Strategis, Ren can a 

Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perj anjian 

Kin erj a dan dokumen perencanaan lainnya 

sesuai dengan ke Lentuan yang berlaku; 

f. m e la ksa n a ka n penyusunan bahan kebijakan 

teknis penyusuna n ren cana operasional berupa 

petunjuk teknis , Standar Operasional Prosedur, 

d a n lndeks Kepuasan Masyara kat di lingkup 

Dinas; 

g. mela ksanakan koordinasi pelaksa n aan program 

reformasi birokrasi di lingkup Dinas; 
h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pela ksana n tugas secara rutin d a n insidenta l 

Sub Bagian Perencanaan dan Eva lu nsi ; 
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1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Sekretaris sesua1 dengan tugas dan 
fungsinya. 

(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, angka 2 mempunyai tugas : 
a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub 

Bagian Keuangan; 
b. melaksanakan koordinasi dalam perumusa n 

bahan Rencan a Kerja dan Angga ran, Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran serta peru bah an 
anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran 
yang ditetapkan; 

c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar 
gaji dan tunjangan daerah sena pembaycua11 
lainnya; 

d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas; 
e . melaksanakan verifikasi keuangan; 
f. melaksanakan perbendaharaan umum 

keuangan da n penyiapa n bah an 
pertanggungjawaban serta laporan keu a n ga n ; 

g. mela ksa n a ka n koordinasi dan penyusunan 
bahan tindak la njut La poran Hasil Pemeriksaa n 
lingkup Dinas ; 

h. melaksana kan monitoring, evaluasi da n 
pelapora n pelaksana n tu gas secara ru tin dan 
insidental Sub Bagian Keuangan; 

1. melaksana kan tugas-tugas lain yang diberikan 
oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaia n sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 3 
mempunyai tugas: 
a . melaksanakan penyusuna n program kerja Sub 

Bagian Umum da n Kepegawaian ; 
b. melaksana kan pengelolaan tata persurata n , 

tata la ksa na, d a n kearsipan ; 
c . m ela ksanakan penyusunan bah a n urusan 

ad minis tras i kepegawaian da n peningkatan 
sumber daya manusia kepegawaia n; 

d . melaksanakan penyusunan rencana kebutuha n 
sarana dan prasarana, pengurusan rumah 
tangga, perlengka pan, pemeliharaan / pe rawatan 
lingkungan kantor , kendaraan dan aset lainnya 
serta ketertiban , keindahan dan keamanan 
kantor; 

e. melaksanaka n pengelolaan dan penatausah aan 
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aset Dina s ; 
f. melaksanakan penyusunan bahan pengkaj ian 

penataan kelembagaa n, analisis jabatan , 

analisis beban kerja dan evaluasi jabatan 

lingkup Dinas; 

g. m ela kuka n ad ministrasi perjala na n dinas, 

keprotokolan, urusan hu bungan mas~·c1 rn k,-i t 

da n penge lolaan informasi publik; 

h. m elaksanaka n monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pela ksanan tugas seca ra rutin dan 

insidenta l Sub Bagia n Umum dan Kepegawaian; 

1. m ela ksa naka n tugas-tugas la in yang diberikan 

oleh Sekreta ris sesua1 dengan tugas dan 

fungsinya. 
(4) Sub Bagian sebaga imana dima ksud pada ayat (1) , 

ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang berada dibawah da n bertanggung 

jawab kepada Sekretaris . 

Bagian Ke tiga 

Bida ng Kelembagaan Perkoperasia n 

Pasal 10 

(1) Bidang Kelembagaan Perkoperasian sebagaimana 

dimaksud da lam Pasal 3 huruf c, m empunyai tugas 

peny1apan perumusa n kebijakan te knis dan 
strategis , koordinasi, pembinaan , penge nda lia n dan 

pemberian bimbingan tekni s Bidang Kelembagaan 

Perkoperasian. 

(2) Untuk m ela ksa n a ka n tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ), Bid a ng Kel embagaa n Perkoperasic1n 

mempunyai f ungsi : 
a. penyeliaan bahan penyusunan program dan 

perumusan kebij a kan teknis operasional bidang 

kelembagaan perkoperasian; 

b . penyeliaan bahan koordinasi pengendalian 

pembinaan bidang kelembagaan perkoperasian; 

c. penyeliaan bahan pela ksa naan, pengend a lian, 

pembinaan bida ng kelembagaa n perkoperasian 
meliputi pelayanan 1zm usa h a koperasi , 

pendidikan dan pelatiha n perkoperasian serta 
pemberdayaan dan perlindungan koperasi; 

d . penye liaan ba h a n evaluas i dan pelapornn 

bidang kc lcmbc1gw:1n pcrkopcrnsi ,rn; 
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e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
(3) Bidang Kelembagaan Perkoperasian dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas . 

Pasal 11 

( 1) Seksi Pelayanan Izin Usaha Koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka l 

mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan 

bidang 

pembinaan da n 

pengendalian fasilitasi penzman 

Koperasi; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan 

teknis operasional bidang Pelayanan Izin U saha 

Koperasi ; 
c. melaksanakan fas ilitasi perizinan Koperasi; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinas i 

bidang Pelayanan Izin U saha Koperas i; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi 

pelaporan pelaksanaan pembinaan 

Pelayanan Izin Usaha Koperasi; 

dan 

bidang 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Kelembagaan Perkoperasian 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 

angka 2 mempunyai tugas : 

a. meren cana ka n kegiatan pem bi naa n ci ,rn 

pengendalian bidang pendidikan clan pe la tih crn 

perkoperasian; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan 

teknis operasional bidang pendidikan dan 

pelatih c=rn perkopernsi crn ; 

c. melaksanakan fasilitasi pendidikan dan 
pelatihan perkoperasian; 

d . menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 
bidang pendidikan dan pelatihan 

perkoperasian; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan pembinaan bidang 
pendidikan dan pelatihan perkoperasian; 
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f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Kelembagaan Perkoperasian 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan h.operasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, 

angka 3 mempunyai tugas : 

a. merencan a kan kegiata n pembinaa n, 

pengendalian dan a dvokasi bidang 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ; 
b. menyiapkan bahan pcla ksa n mrn pemhin:1 :-i n 

teknis operasional bi dang Pem berdayaan dan 

Perlindungan Koperasi; 

c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

e. 

bidang Pemberdayaan dan Perlindun ga n 

Koperasi; 

melaksana kan pemantauan, eva luasi 

pelapora n pelaksanaan pembinaan 

dan 

bida ng 

Pemberdayaan dan Perlindunga n Koperasi; 

f. m elaksanakan tugas-tugas lain yang diberika n 

oleh Kepala Bidang Kelembagaan Perkoperasia n 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), aya L (2) 

dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kelembagaan Perkoperas1a 11. 

Bagian Keempal 

Bidang Pengawasan 

Pasa l 12 

(1) Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dala m 

Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas m elaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

strategis, koordinasi, pembinaan , pengenda li a n rl an 

pemberian bimbingan teknis bidang Pengawasan 
Koperasi da n Usaha Mikro. 

(2) Untuk m elaksanaka n tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Pengawasan mempunyai 
fungsi : 
a. penye liaan bahan penyusuna n program dan 

perumusa n kebij a kan teknis operasiona l bida ng 

Pengawasan; 
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b. penyeliaan baha n koordinasi pengendalian 

pembinaan bidang Pengawasan; 
c. penyeliaan baha n pelaksanaan, pengenda li an, 

pembinaan bidang Pengawasan meliputi 

pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi 

serta penerapan sanksi; 

d. peny1apan bahan evaluasi dan pelaporan 

bidang Pengawasan; 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

(3) Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas . 

Pasal 13 

(1) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha 

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf d, angka 1 mempunyai tugas: 

a. merencanakan kegiatan pemeriksaan 

kelembagaa n cian usah;:i Knpr>rnsi: 

b . menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan 
teknis operasional bidang Pemeriksaan 

Kelembagaan dan Usaha Koperasi; 

c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka 

peningkatan , kepatuha n dan ketaatan terhadap 

pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

bida ng Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha 

Koperas i; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi 

pelaporan pelaksanaan pembinaan 

dan 

bidang 

Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperas i; 

f. melaksanakan Lugas -Lugas la111 y u11g J1 LJ1.: 11h. u11 

oleh Kepa la Bidang Pengawasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya . 

(2) Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpa n Pinj am 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, 

angka 2 mempunyai tugas : 

a. m erenca n a kan kegiatan pengendalian penilaian 

kesehatan usaha simpan pinjam; 
b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis 

operasional penilaian Kesehatan usa h a s1mpan 
pmJam; 
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c . mela ksanakan fasilita si dalam ra ngka 
peningkatan kesehata n usaha simpan pinja m ; 

d . menyiapkan baha n pelaksanaan koordinasi 

penilaian kesehata n usaha simpan pinj a m ; 

e. melaksanakan pemantauan, eva lua si da n 

pelaporan pelaksanaan penilaian usaha s impa n 

pmJam; 
f. mela ksana ka n tugas- tuga s la in yan g diberika n 

oleh Kepala Bida n g Pengawa san sesu a i den gan 

tuga s d a n fun gsinya. 

(3) Seksi Pen erapa n Sa nks i sebagaima n a dima ksu d 

dalam Pasa l 3 huruf d , a ngka 3 mempunyai tu gas : 

a. merencanakan kegia tan pengendal ian 

pembinaan da n pengendalia n pen era pa n 

sa nksi ; 

b . menyiapkan ba han pelaksanaan tekni s 

operasional kepatuhan penerapa n sa nksi ; 

c. melaksanaka n fasilita si dala m ra ngka 

penerapan sanksi ; 

d. m enyia pka n ba h an pelaksanaan koo rdinasi 

pela ksa naan penerapa n sa nksi ; 

e. m ela ksan a ka n pem a nta ua n , evaluasi da n 

pela pora n pela ksanaan pen erapa n sanksi ; 

f. m ela ksa n a ka n tugas-tugas la in yang di berikan 

oleh Kepala Bida n g Pen gawasa n sesua i den gan 

tuga s da n fun gsinya;. 

(4) Seksi sebagaimana dima ksud pa da ayat (1) , ayat (2) 

dan ayat (3 ) dipimpin oleh seora n g Kepa la Seks i 

yang berada dibawah da n berta n ggung j awab 

kepada Kepala Bida ng Pengawasan . 

Bagian Kelima 

Bidang Pemberdayaan Usah a Mikro 

Pa sa l 14 

(1) Bida ng Pemberdayaan Usa h a Mik ro sebagai mana 

dimaksud da la m Pa sa l 3 huruf e, m empunya i tugas 

mela ksana ka n peny1a pa n perumusa n kebij a ka n 

teknis d a n s tra tegis, koordina si , pembinaan , 

pengendalia n dan pemberia n bimbingan tekni s 

bidang Pemberdayaan Usa h a Mikro. 
(2) Untuk mela ksa n a ka n tuga s seba ga imana d ima ksud 

pada ayat (1) , Bida n g Pemberdayaan Usa h a Mikro 
mempunyai fungs i: 
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a. penyeliaan bahan penyusunan program da n 

perumusan kebij a kan teknis operasiona l bida n g 

Pemberdayaa n Usaha Mikro ; 
b . penyeliaan bahan koordinasi pen genda lia n 

pembinaan bida ng Pemberdayaan Usa h a Mikro; 

c . penyeliaan baha n pelaksanaan , pengendalia n , 

pembinaan bida n g Pemberdaya a n Usah a Mik ro 

meliputi pendataan usaha mikro , fas ilitas i izin 

usa h a mikro da n kemitraan usa ha mikro ; 

d. penyeliaa n ba h a n eva lua si da n pe la pora n 

bida n g Pemberdaya a n Usa h a Mikro ; 

e . penyelenggaraan fungsi lain yang d ibe rika n oleh 

Kepa la Dina s sesua1 denga n tu gas dan 

fungsinya . 

(3) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah da n 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

( 1) 

Pa sal 15 

Seksi Penda taan 

dima ksud da la m 

mempunyai tugas : 

a. m erencan a ka n 

Usaha Mikro 

Pasal 3 huruf 

kegia ta n 

Pendataan Usa h a Mikro ; 

sebagaima n a 

e , angka 1 

pen ge nda lian 

b. menyiapka n ba han pela ksa naan teknis 

opera sional Penda taan Usaha Mikro; 

c. melaksanaka n Pendataan Usaha Mikro ; 

d. menyia pkan ba han pelaksanaa n koordinasi 

Penda taan Usa h a Mikro; 

e . melaksa n a ka n pemantau a n , evaluasi dan 

pela pora n pelaksanaa n Pen daLaan U sa ha 
Mikro; 

f. m ela ksan a ka n tugas -tugas la in ya n g d ibe rika n 

oleh Kepa la Bida n g Pemberdayaan Usah a Mikro 

sesua i d engan tu gas da n fungsinya. 

(2) Seksi Fasilitasi Izin Usa ha Mikro sebagaima n a 

dimaksud dalam Pa sal 3 huruf e, a ngka 2 
mempunyai tuga s : 

a. m erencan a ka n kegia ta n Fasilitasi Izin Usa h a 
Mikro; 

b . menyiapkan ba han pela ksa n aa n tekni s 
operasiona l Fasilita si Izin Usaha Mikro ; 

c. m ela k san a ka n Fa si litas i Izin Usa h a Mi kro ; 
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

Fasilitasi Izin Usaha Mikro; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi 

pelaporan pelaksanaan Pendataan 

Mikro; 

dan 
Usaha 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro 

sesuai dengan tu gas dan f ungsinya . 

(3) Seksi Kemitraan Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud dala m Pasal J huruf c, u11gka J 

mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan Kemitraan Usaha 

Mikro; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis 

operasional Kemitraan Usaha Mikro ; 

c. melaksanakan fasilitasi Kemitraan Usaha 

Mikro; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

Kemitraan Usaha Mikro; 

e. melaksanaka n pemanta ua n, eva luas i dan 

pelaporan pcluksanc:J.u11 1--.:: cm ilraun Usahu Mik ro; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberika n 

oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mi kro 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), ayat (2) 

dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan U saha 
Mikro. 

Bagian Keenam 

Bidang Pengemba nga n Usaha Mikro 

Pasa l 16 

(1) Bidang Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan , 

pengendalian dan pemberian bimbingan teknis 

bidang Pengembangan Usaha Mikro. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima ksud 
pada ayat (1) , Bidang Pengembangan Usaha Mikro 
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mempunyai fungsi: 

a. penyeliaan bahan penyusunan program d a n 
perumusan kebij akan teknis operasiona l bidang 

Pengembangan Usaha Mikro ; 
b. penyeliaan bahan koordinasi pengendalian 

pembinaa n bida n g Pen gembangan Usaha Mikro; 

c. penye liaa n bahan pe laksanaan , pengendalian , 

pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro 

m eliputi pengembangan produksi , pemasaran 

d a n pengemba ngan SOM; 

d . penyeliaa n bahan evaluasi dan pelaporan 

bidang Pengembangan Usaha Mikro; 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh 

Kepa la Dinas sesua1 dengan tugas dan 

fungsinya . 

(3) Bidang Pengemba ngan Usaha Mikro dipimpin oleh 

seorang Kepala Bida ng yang berada di bawah dan 

bertanggun g jawab kepada Kepala Dinas. 

( 1) 

Pasal 17 

Seksi Pen gembangan 

dimaksud dalam Pasal 

mempunyai tugas : 

Produksi 

3 huruf 

sebagaimana 

f, angka 1 

a. merenca naka n kegiatan pengendalia n 

Pengembangan Produksi Usaha Mikro ; 

b. menyiapkan bahan pela ksanaan teknis 

operasional Pengembangan Produksi Usaha 

Mikro ; 

c . melaksanakan fasilitasi dalam rangka 

Pengembangan Produksi Usaha Mikro; 

d. meny iapkan ba han pc laksu1rnu n koo rd inusi 

Pengembangan Produksi Usaha Mi kro; 

e . mela ksan a kan pemanLauan, eva luasi d c:.t 11 

pelaporan pelaksanaan Pengembangan 

Produksi Usaha Mikro ; 

f. mela ksanakan tugas-tugas la in yan g diberikan 

oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro 

sesuai dengan tugas d a n fungsinya . 

(2) Seksi Pema sara n se bagaimana dima ksud dala m 

Pasa l 3 huruf f, a n gka 2 mempunyai tugas : 

a. merenca n a ka n kegiatan pengenda lia n 
Pemasara n Prociuk Usaha Mikro ; 

b. m enyiapkan bahan pelaksanaan teknis 

operasiona l Pemasaran Produk Usaha Mikro ; 
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c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka 

Pemasaran Produk Usaha Mikro; 
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

Pemasaran Produk Usaha Mikro; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

pelapora n pelaksanaan Pe ma saran PrncJ uk 

Usaha Mikro; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain _va ng diberikRn 

oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro 

sesuai dengan tugas dan fungsinya 
(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, 

angka 3 mem punyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pengendalian 

Pengembangan SOM Usaha Mikro; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis 

operasional Pengembangan SOM Usaha Mikro; 
c. mela ksana kan bimbingan tf'knis cinbm r,rn (2, k ;1 

Pengembangan SOM Usaha Mikro; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi 

Pengembangan SOM Usaha Mikro; 

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan Pengembangan SOM 
Usaha Mikro; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 

oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro 

sesuai dengan tugas dan fungsinya . 

(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya 

benanggung JUWdb kepadd 

Pengembangan Usaha Mikro . 

Bagia n Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis Oinas 

Pasal 18 

( 1) Unit Pelaksana Teknis Oinas melaksanakan 

sebagian kegiatan teknis operasional dan / a tau 
kegiatan teknis penunjang pada Oinas. 

(2) Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, 
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas diatu r dalam 
Peraturan Bupat i. 



Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

19 

( 1) Kelompok J a bata n Fungsiona l mempunya i tugas 

pokok memberika n pelayanan fungsion a l 

berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu . 

(2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi 

dala m berbagai kelompok sesua i bid ong kcc1hkin 

dan keterampilannya. 

(3) Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan 

berdasarka n sifat , jenis , kebutuh a n dan beban 

kerjanya. 
(4) Jenis da n jenjang jabatan fungsion a l diatur sesuai 

peraluran pcrundang-undangan yang lJcrlaku. 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 20 

(1) Kepala Dinas m elaksan a ka n tugas baik teknis 

operasional maupun teknis administratif berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekreta ris Daerah d a n dala m 

melaksanakan tugasnya m enye lenggarakan 
hubunga n fungsion a l den ga n insta nsi la in ya ng 

berka ita n dengan fungsin ya. 

(2) Dalam m ela ksanakan tugas nya, Kepa la Din a s wajib 

menera pkan prinsip-prinsip koo rdina si, integras i, 

sinkronisasi dan simplifikasi. 

(3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberika n 

bimbingan serta petunjuk pelaksa naan tugas 

kepada bawahan . 

(4) Kepala Dinas wajib m engikuti dan m ematuh i 

petunjuk dan berta nggung jawab pada atasan serta 

menyampaika n laporan berka la secara Lepa t wa kt u. 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepa la Dinas da ri 

bawa h a nnya wajib diola h dan diperguna ka n 

sebagai ba h a n untuk penyusunan la poran l bih 
Ia n jut. 

(6 ) Da la m penya mpa ia n la poran kepada atasan, 

tembusa n laporan wajib disampa ika n kepada 
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satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mempunyai hubungan kerja . 

(7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit 

organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat 

berkala dalam rangka pemberian bimbingan 

kepada bawahan. 
(8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang 

berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu 

secara teknis operasional dikoordinasikan oleh 

Camat dan secara teknis fungsional 

dikoordinasikan oleh Dinas. 

Pasal 21 

(1) Kepala Dinas dan masing-masing pimpinan unit 

kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas 

dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai 

tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada 

bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan 

tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang 

ditugaskan. 

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) harus ditetapkan sebagai target 

kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai dari setiap 
bawahan yang diberi beban tugas tambahan . 

(4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib 

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada 
pimpinan yang menugaskan. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 

Dinas yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada 

sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap 

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas 
sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru 
berdasarkan Peraturan Bupati ini. 



BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

21 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal24 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 23 Desember 2020 

Diundangkan di Lamongan 

pada tanggal 23 Desember 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMONGAN, 

ttd. 

HERY PRANOTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN 

TAHUN 2020 NOMOR 67 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd . 

FADEL! 
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